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SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PURBAYAN
NOMOR 6 TAHUN PURBAYAN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PURBAYAN

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2)
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan
tahun ke satu yang sesuai dengan program dan kegiatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayan Tahun
2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019 Nomor 40);

Peraturan Desa Purbayan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa Purbayan (Lembaran Desa Purbayan Tahun
2019 Nomor 5);

Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019.
(Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN

dan

KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA PURBAYAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten
Sukoharjo.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya



merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM  Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2020 memuat:

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2019;

b. rancangan kerangka ekonomi;

c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan

d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.



Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai :
a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa

dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran
2020.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan
diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Purbayan Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Purbayan

Ditetapkan di Purbayan
pada tanggal 5 Desember 2019

KEPALA DESA PURBAYAN,
ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DESA PURBAYAN,
ttd.

YESIKA WORO ASHARI
LEMBARAN DESA PURBAYAN TAHUN 2019 NOMOR 6



1.1

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PURBAYAN NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan,
untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan
masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat
meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa)
mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk
berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa
akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan
pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi
sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan
aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support
system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa
(peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain
terkait).

Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.

c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan
pembangunan.

d. Kemampuan dan keberdayaan masyaralcat maupun  aparatur
Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelerggaraan pembangunan

desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan
dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa
selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKPDesa menjadi sangat penting
untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen
maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
Penyusunan RPJM Desa &RKPDesa berdasar pada Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan
dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan sertamendorong dan
memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks
penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa, Bupati mempunyai kewenangan
melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan
supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan

Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan



1.2.

Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan

Peraturan Bupati.

DASAR HUKUM
Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo
Nomor 181);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);

14. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018
(Lembaran Desa Purbayan Tahun 2016 Nomor 4);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa )
adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran,
program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Purbayan sebagai dokumen
perencanaan pembangunan dasa kurun waktu I1(satu) tahun yang
ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam
mewujudkan cita — cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah
pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-
masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi
satu dengan yang lainnya didalm pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten
Sukoharjo tahun 2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari
tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Purbayan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin
tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan - permasalahan



pembangunan spesifik Desa  Purbayan sebagai Desa Agraris dalam
dimensi waktu I1(satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan
terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi
serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan
Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan
konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan
partisipasi.

b. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;

2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang

berkompetensi dalam melaksanakan program  — program
pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi
masyarakat;

3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan
ditahun-tahun yang berjalan;

4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa
benar - benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh
masyarakat secara keseluruhan;

5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-
Desa)pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan
masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan
kekuatan golongan.

1.4. PROSES PENYUSUNAN
1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk
Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :

Mencermati pagu indikatif desa;

Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

Mencermati dokumen RPJM Desa;

Penyusunan rancangan RKP Desa;

Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  aspirasi yang

berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga

Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa
disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada
BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa
penyusunan RKP Desa;

SN



1.5.

4.

BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;

Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peratuan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta
memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam
Lembaran Desa.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayan

Tahun
BAB I

BAB II

2019 adalah sebagai berikut :
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Proses Penyusunan
1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa
2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa
2.2. Evaluasi Hasi RKP Desa Tahun 2018

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Potensi
3.2. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

BAB V

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
Tahun Anggaran 2019
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun

2019

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing
Bidang/Sektor

PENUTUP



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Purbayan
Kecamatan Baki KabupatenSukoharjo
Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal :  Kamis, 5 Desember 2020
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Purbayan

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:
1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbayan, 5 Desember 2019

Ketua Tim Penyusun
KepalaDesa RKP Desa

ttd. ttd.

(BUDI SRIYANTO) (YESIKA WORO A)



